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ANGGARAN DASAR

DEWAN PERTUKANGAN NASIONAL
PERKUMPULAN TUKANG BANGUNAN INDONESIA
(DPN PERKASA)

PERIODE 2019 - 2024

PENDAHULUAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Bahwa Bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaan dan kedaulatannya untuk dapat
menentukan masa depanya sendiri, dan didalam mempertahankan dan mengisi
kemerdekaan itu, menjadi tanggung-jawab seluruh rakyat indonesia untuk

memajukan negara dan bangsa.

Sebagai bagian dari rakyat indonesia, guna mencapai masyarakat adil dan makmur
berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945, maka masyarakat yang bergerak
dalam bidang jasa konstruksi, secara langsung memiliki tanggung jawab bersama untuk
meningkatkan professionalisme dan penuh rasa tanggung jawab. Masyarakat jasa
konstruksi berkewajiban untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan diantara para tenaga

jasa konstruksi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pertimbangan demikian, kami hadir dengan niat tulus dan ikhlas secara bersama-sama
menyatakan bersatu dan berhimpun dalam satu wadah asosiasi profesi tenaga terampil,
Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia Dewan Pertukangan Nasional atau disingkat
DPN PERKASA. Untuk pertama kalinya, KONGRES TUKANG BANGUNAN KE 1 diadakan
di Gedung Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di JI.
Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sekaligus pelantikan Pengurus oleh
Bapak Basoeki Hadimoeljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik

Indonesia.
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Perkumpulan ini bernama DEWAN PERTUKANGAN NASIONAL PERKUMPULAN
TUKANG BANGUNAN INDONESIA Selanjutnya dapat disingkat DPN PERKASA. ------------

----------------------- Pasal 2 ---------------------

Perkumpulan ini didirikan berdasarkan AKTA NOTARIS Ferry Gustiawan, SH. Nomor 06
Tanggal pada tanggal 17-5-2019 (Enam Mei Duaribu Sembilan Belas) atau bertepatan

---------------------- Tempat
1. Perkumpulan berkantor pusat yang disebut BEDENG PUSAT berkedudukan di Jakarta

Selatan, DKI JAKARTA.

2. BerKANTOR WILAYAH yang disebut BEDENG WILAYAH berkedudukan di Sejumlah
Propinsi yang ada di Republik Indonesia.

3. BerKANTOR DAERAH yang disebut BEDENG DAERAH berkedudukan di Sejumlah
Kabupaten / Kotamadia yang ada di Republik Indonesia.

4. BerKANTOR CABANG yang disebut BEDENG CABANG berkedudukan di Sejumlah
Kecamatan yang ada di Republik Indonesia.

5. BerKANTOR ANAK CABANG yang disebut BEDENG ANAK CABANG berkedudukan di
sejumlah Kelurahan / Desa yang ada di Republik Indonesia.

6. BerKANTOR RANTING yang disebut BEDENG RANTING berkedudukan di Sejumlah
Dusun / RW yang ada di Republik Indonesia.

7. BerKANTOR ANAK RANTING yang disebut BEDENG ANAK RANTING berkedudukan
di Sejumlah Rukun Tetangga yang ada di Republik Indonesia
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- --- Pasal 4 ---—--------—-— -
e ==-AZaS ------m=-m=smmememmmmeemeeeeeeeee
Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
--------------------- Pasal 5 -------------------- -
------------------ MAK SUD/TUJUAN ----nnmmmmmmemme

Tujuan Perkumpulan, adalah :

1. Meningkatkan ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berperan aktif dalam
kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta turut serta dalam
pembangunan di segala bidang di Indonesia, demi tercapainya masyarakat adil, makmur
dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Sebagai perwujudan hak dari Warga Negara Indonesia untuk berserikat dan berkumpul.

3. Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta mengupayakan terwujudnya kepastian
hukum.

4. Memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu
pengetahuan dalam bidang bangunan pada khususnya.

5. Menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu TENAGA AHLI BANGUNAN,
TENAGA TEKNIS BANGUNAN, TUKANG dan TUKANG BANGUNAN dalam rangka
pengabdiannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara serta Masyarakat.

6. Memupuk dan mempererat hubungan silaturahmi dan rasa persaudaraan serta rasa
kekeluargaan antara sesama anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta
kesejahteraan segenap anggotanya.

Untuk mencapai tujuan tersebut Perkumpulan berusaha: Melakukan kegiatan untuk

menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki Perkumpulan yang bertanggungjawab, guna

terciptanya rasa kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan
peranan, manfaat, fungsi dan mutu Perkumpulan.
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. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam
menjalankan profesinya secara profesional, guna menjaga dan mempertahankan
keluhuran martabat TENAGA AHLI BANGUNAN, TENAGA TEKNIS BANGUNAN,
TUKANG dan TUKANGBANGUNAN.

Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi TENAGA AHLI BANGUNAN,
TENAGA TEKNIS BANGUNAN, TUKANG dan TUKANGBANGUNAN, meningkatkan
fungsi dan perannya serta meningkatkan mutu ilmu pertukangan dengan jalan
menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah, seminar dan sejenisnya serta
penerbitan tulisan karya ilmiah.

Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi dan
kedudukan TENAGA AHLI BANGUNAN, TENAGA TEKNIS BANGUNAN, TUKANG dan
TUKANGBANGUNAN di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi TENAGA
AHLI BANGUNAN, TENAGA TEKNIS BANGUNAN, TUKANG dan
TUKANGBANGUNAN.

Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerja-sama dengan badan,
lembaga dan organisasi lain, baik di dalam maupun dari luar negeri yang mempunyai
tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perkumpulan termasuk dengan lembaga
pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan profesi
TENAGA AHLI BANGUNAN, TENAGA TEKNIS BANGUNAN, TUKANG dan
TUKANGBANGUNAN.

Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan pertukangan, serta berperan aktif
dalam mempersiapkan lahirnya calon TENAGA AHLI BANGUNAN, TENAGA TEKNIS
BANGUNAN, TUKANG dan TUKANGBANGUNAN yang profesional, berdedikasi tinggi,
berbudi luhur, berwawasan dan berilmu pengetahuan luas dan memiliki integritas moral
sertamemiliki akhlak yang baik.

Mendukung sepenuhnya berbagai pembangunan di Indonesia, demi tercapainya

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
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Perkumpulan ini berfungsi sebagai Tempat berhimpunnya para TENAGA AHLI
BANGUNAN, TENAGA TEKNIS BANGUNAN, TUKANG dan TUKANGBANGUNAN seluruh

Indonesia.

1. Keanggotaan perkumpulan terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia atau WNI yang
setuju dan menjunjung tinggi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga perkumpulan.-

2. Jenis anggota perkumpulan perkumpulan terdiri dari :

a) ANGGOTA BIASA.
b) ANGGOTA LUAR BIASA.
c) ANGGOTA KEHORMATAN.

1. Syarat untuk dapat menjadi anggota PERKUMPULAN adalah Warga Negara Republik
Indonesia yang telah berusia minimal 18 (delapan belas) tahun menerima dan setuju
serta menjunjung tinggi AD/ART PERKUMPULAN.

2. Syarat dan ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan jenis anggota diuraikan pada

Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Perkumpulan.

Setiap anggota PERKUMPULAN memiliki hak:
1. Hadir dalam setiap forum pengambilan keputusan perkumpulan dengan disertai hak

atas satu suara hak bicara sesuai dengan aturan dan/atau tata tertib yang berlaku.
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Bagi anggota biasa, berhak Memilih dan dipilih selaku pengurus.

Menyatakan pendapat sertamenyampaikan saran maupunkritik

secara lisan maupun tertulis kepada pengurus Perkumpulan sesuai mekanisme yang
berlaku.

Terlibat aktif dalam setiap kegiatan perkumpulan.

Mendapatkan hak atas perlindungan, pembelaan, pengembangan kapasitas maupun
kompetensi personal dalam bentuk pelatihan keahlian yang bersifat umum maupun
khusus, serta berbagailayanan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang

berlaku.

Setiap anggota perkumpulan berkewajiban untuk:

1.

Patuh dan ta’at serta wajib menjunjung tinggi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran
Rumah Tangga (ART) perkumpulan serta memiliki komitmen tinggi untuk
melaksanakannya yang termasuk turut melaksanakan berbagai peraturan dan
ataupun keputusan lain yang ditetapkan oleh perkumpulan.

Menjaga kehormatan dan martabat serta nama baik perkumpulan.

Melaksanakan seluruh program kerja yang telah direncanakan
perkumpulan serta membantu pengurus melaksanakan berbagai tugas-
tugas Perkumpulan yang ditentukan.

Mewakili Perkumpulan sebagai personal representatif perkumpulan bilamana diminta
oleh pengurus dengan terlebih dahulu memperhatikan kapasitas maupun kewenangan
anggota sebagaimana dimaksud melalui mekanisme formal pendelegasian tugas resmi
Perkumpulan.

Membayar iuran atau pungutan perkumpulan.

Berani menentang segala usahadan upaya serta tindakan siapa saja

yang dapat merugikan kepentingan perkumpulan, dan bersedia memberikan bantuan
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maupun keterangan penting yang berharga apabila diminta dan/atau tidak diminta oleh

perkumpulan.

1. Status keanggotaan perkumpulan berlaku seumur hidup, diikuti dengan seluruh hak dan
kewajiban yang melekat secara mutlak serta tidak dapat dialihkan kepada siapapun
dan/atau dengan dalih apapun.

2. Status keanggotaan sebagaimana pasal ayat (1) di atas diberlakukan sejak terbitnya
kartu tanda anggota (KTA) atau keputusan pengangkatan atau pengukuhan anggota
oleh Pengurus.

3. Status keanggotaan sebagaimana maksud ayat (1) dalam pasal ini dapat dicabut dan
dihapus melalui suatu mekanisme formal apabila anggota tersebut :

a. Mengundurkan diri sebagai anggota secara terbuka dengan mekanisme dan
prosedur serta tata cara yang diatur secara lebih lanjut kemudian.
b. Meninggal dunia.
c. Diberhentikan.
--------------------- Pasal 12 et

Aturan lain yang belum tercantum dan terkait dengan permasalahan sengketa dan/atau
perselisihan anggota -dengan perkumpulan pada Anggaran Dasar ini akan diatur

selanjutnya melalui Anggara Rumah Tangga.

1. Kekuasan tertinggi perkumpulan ini berada ditangan Ketua Tukang Nasional termasuk
dan tak terbatas pada pengesahan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga
beserta perubahannya, pengesahan Peraturan Perkumpulan (PP), pengesahan Tata
Tertib organisasi, pengesahan Kode Etik organisasi, pengesahan Surat Keputusan

organisasi dan dokumen penting lainnya atas nama organisasi secara menyeluruh.
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2. Perkumpulan mempunyai alat perlengkapan berupa :
a. Rapat anggota :

- Kongres Nasional / Kongres Nasional Luar Biasa;

- Konferensi Wilayah / Konferensi Wilayah Luar Biasa;

- Konferensi Daerah/ Konferensi DaerahLuar Biasa;

- Konferensi Cabang / Konferensi Cabang Luar Biasa;

- Konferensi Anak Cabang / Konferensi Anak Cabang Luar Biasa;
- Konferensi Ranting / Konferensi Ranting Luar Biasa,

- Konferensi Anak Ranting / Konferensi Anak Ranting Luar Biasa;

b. Kepengurusan:

- Pengurus Bedeng Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Tukang Nasional yang
berwenang menandatangani Surat Menyurat atau Dokumen penting lainnya atas
nama Pengurus Bedeng Pusat sebagaimana diatur dalam AD / ART / Peraturan
Perkumpulan;

- Pengurus Bedeng Wilayah dipimpin oleh seorang Ketua Tukang Wilayah yang
berwenang menandatangani Surat Menyurat atau Dokumen penting lainnya atas
nama Pengurus Bedeng Wilayah sebagaimana diatur dalam AD / ART / Peraturan
Perkumpulan;

- Pengurus Bedeng Daerah dipimpin oleh seorang Ketua Tukang Daerah yang
berwenang menandatangani Surat Menyurat atau Dokumen penting atas nama
Pengurus Bedeng Daerah sebagaimana diatur dalam AD / ART / Peraturan
Perkumpulan;

- Pengurus Bedeng Cabang dipimpin oleh seorang Ketua Tukang Cabang yang
berwenang menandatangani Surat Menyurat atau Dokumen penting lainnya atas
nama Pengurus Bedeng Cabang sebagaimana diatur dalam AD / ART / Peraturan
Perkumpulan;

- Pengurus Bedeng Anak Cabang dipimpin oleh seorang Ketua Tukang Anak

Cabang yang berwenang menandatangani Surat Menyurat atau Dokumen penting

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA DPN PERKASA



©® N o O

10.

—DPN—

lainnya atas nama Pengurus Bedeng Anak Cabang sebagaimana diatur dalam AD
/ ART / Peraturan Perkumpulan;

- -Pengurus Bedeng Ranting dipimpin oleh seorang Ketua Tukang Ranting yang
berwenang menandatangani Surat Menyurat atau Dokumen penting lainnya atas
nama Pengurus Bedeng Anak Cabang sebagaimana diatur dalam AD / ART /
Peraturan Perkumpulan;

- Pengurus Bedeng Anak Ranting dipimpin oleh seorang Ketua Tukang Anak
Ranting yang berwenang menandatangani Surat Menyurat atau Dokumen penting
lainnya atas nama Pengurus Bedeng Anak Ranting sebagaimana diatur dalam AD
/ ART / Peraturan Perkumpulan;

Kongres Nasional adalah rapat anggota Perkumpulan yang merupakan forum
kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan
sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan diselenggarakan setiap 5
(Lima) tahun sekali

Dipersamakan dengan keputusan Kongres ialah keputusan yang diambil di luar Kongres
dengan cara dan pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Konferensi Wilayah adalah rapat anggota dalam wilayah kepengurusan wilayah;
Konferensi Daerah adalah rapat anggota dalam daerah kepengurusan daerabh.
KonferensiCabang adalah rapat anggota dalam daerah kepengurusan Cabang.
KonferensiAnak Cabang adalah rapat anggota dalam daerah kepengurusan Anak
Cabang.

KonferensiRanting adalah rapat anggota dalam daerah kepengurusan Ranting.
KonferensiAnak Ranting adalah rapat anggota dalam daerah kepengurusan Anak
Ranting

Pengurus Perkumpulan terdiri dari :

1.

Pengurus Bedeng Pusat
a. Pengurus Bedeng Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia
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b. Pengurus Bedeng Pusat merupakan pimpinan tertinggi Perkumpulan, yang dipimpin
oleh seorang Ketua Tukang Nasional.

c. Ketua Tukang Nasional berwenang mengangkat dan atau memberhentikan Pengurus
Bedeng Pusat, Pengurus Bedeng Wilayah dan Pengurus Bedeng Daerah melalui
Surat Keputusan Ketua Tukang Nasional

d. Ketua Tukang Nasional berwenang mengangkat dan atau memberhentikan Pembina
Bedeng Pusat, Penasehat Bedeng Pusat, Pakar Bedeng Pusat, Pelaksana Bidang-
Bidang Pusat, Pelaksana Biro-biro Pusat atau Panitia-panitia Kegiatan Pusat melalui
Surat Keputusan Ketua Tukang Nasional

e. Ketua Tukang Nasional sekaligus sebagai Ketua Forum Pendiri Bedeng Pusat
DEWAN PERTUKANGAN NASIONAL PERKUMPULAN TUKANG BANGUNAN
INDONESIA (DPN PERKASA) tidak dapat diganti sejak perkumpulan berdiri untuk
jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya

f. Untuk mendukung kegiatan Bedeng Pusat, Ketua Tukang Nasional dapat membuka
dan menandatangani rekening di salah satu Bank Umum Nasional atau salah satu
Bank Pembangunan Daerah milik Negara atas nama Pengurus Bedeng Pusat

2. Pengurus Bedeng Wilayah.

a. Pada setiap propinsidibentuk Pengurus Bedeng Wilayah.

b. Pengurus Bedeng Wilayah adalah pelaksana kebijakan organisasi di tingkat propinsi
dan selaku koordinator Pengurus Bedeng Daerah dalam wilayah kepengurusannya

c. Pengurus Bedeng Wilayah dipimpin oleh seorang Ketua Tukang Wilayah

d. Pengurus Bedeng Wilayah berwenang menjalankan urusan Perkumpulan pada
tingkat propinsi dan apabila berhubungan dan/atau berkenaan dengan propinsi lain
maupun dengan instansi pada tingkat Pusat, Pengurus Bedeng Wilayah harus
berkoordinasi dengan Pengurus Bedeng Pusat

e. Pengurus Bedeng Wilayah berwenang mengangkat dan atau memberhentikan
Pengurus Bedeng Cabang dan Pengurus Bedeng Anak Cabang melalui Surat

Keputusan Ketua Tukang Wilayah
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f. Ketua Tukang Wilayah berwenang mengangkat dan atau memberhentikan
Penasehat Bedeng Wilayah, Pakar Bedeng Wilayah, Pelaksana Bidang-Bidang
Wilayah, Pelaksana Biro-biro Wilayah, atau Panitia-panitia Kegiatan Wilayah melalui
Surat Keputusan Ketua Tukang Wilayah

g. Untuk mendukung kegiatan Bedeng Wilayah, Ketua Tukang Wilayah dapat membuka
dan menandatangani rekening di salah satu Bank Umum Nasional atau salah satu
Bank Pembangunan Daerah milik Negara atas nama Pengurus Bedeng Wilayah

3. Pengurus Bedeng Daerah.

a. Pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk Pengurus Bedeng Daerah

b. Pengurus Bedeng Daerah adalah pelaksana kebijakan Perkumpulan di tingkat
kabupaten/kota yang bertugas selaku pembina, melakukan koordinasi dan
menyelenggarakan kegiatan yang dipandang perlu dan berguna bagi kepentingan
anggota untuk peningkatan profesionalisme TENAGA AHLI BANGUNAN, TENAGA
TEKNIS BANGUNAN, TUKANG dan TUKANGBANGUNAN di dalam daerah
kepengurusannya.

c. Pengurus Bedeng Daerah dipimpin oleh seorang Ketua Tukang Daerah

d. Pengurus Bedeng Daerah berwenang menjalankan urusan Perkumpulan di tingkat
kabupaten/kota dan apabilaberhubungan dan/atau berkenaan dengan
kabupaten/kota lain maupun dengan instansi pada tingkat wilayah, Pengurus Bedeng
Daerah harus berkoordinasi dengan Pengurus Bedeng Daerah lainnya yang terkait
dan Pengurus Bedeng Wilayah. Dalam hal kegiatan yang dilakukan
melibatkan/menyertakan instansi pada tingkat pusat, maka Pengurus Bedeng
Wilayah yang meliputi kepengurusan daerah tersebut harus berkoordinasi dengan

Pengurus Bedeng Pusat

e. Pengurus Bedeng Daerah berwenang mengangkat dan atau memberhentikan
Pengurus Bedeng Ranting dan Pengurus Bedeng Anak Ranting melalui Surat

Keputusan Ketua Tukang Daerah
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f. Ketua Tukang Daerah berwenang mengangkat dan atau memberhentikan Penasehat
Bedeng Daerah, Pakar Bedeng Daerah, Pelaksana Bidang-Bidang Daerah,
Pelaksana Biro-biro Daerah, atau Panitia-panitia Kegiatan Daerah melalui Surat
Keputusan Ketua Tukang Daerah

g. Untuk mendukung kegiatan Bedeng Daerah, Ketua Tukang Wilayah dapat membuka
dan menandatangani rekening di salah satu Bank Umum Nasional atau salah satu

Bank Pembangunan Daerah milik Negara atas nama Pengurus Bedeng Daerah

4. Pengurus Bedeng Cabang
a. Pada setiap kecamatan dapat dibentuk Pengurus Bedeng Cabang
b. Pengurus Bedeng Cabang dipimpin oleh seorang Ketua Tukang Cabang
c. Ketua Tukang Cabang berwenang mengangkat dan atau memberhentikan
Penasehat Bedeng Cabang, Pakar Bedeng Cabang, Pelaksana Bidang-Bidang
Cabang, Pelaksana Biro-biro Cabang, atau Panitia-panitia Kegiatan Cabang melalui
Surat Keputusan Ketua Tukang Cabang
5. Pengurus Bedeng Anak Cabang.
a. Pada setiap desa / kelurahan dapat dibentuk Pengurus Bedeng Anak Cabang
b. Pengurus Bedeng Anak Cabang dipimpin oleh seorang Ketua Tukang Anak Cabang
c. Ketua Tukang Anak Cabang berwenang mengangkat dan atau memberhentikan
Penasehat Bedeng Anak Cabang, Pakar Bedeng Anak Cabang, Pelaksana Bidang-
Bidang Anak Cabang, Pelaksana Biro-biro Anak Cabang, atau Panitia-panitia
Kegiatan Anak Cabang melalui Surat Keputusan Ketua Tukang Anak Cabang
6. Pengurus Bedeng Ranting.
a. Pada setiap dusun / RW dapat dibentuk Pengurus Bedeng Ranting
b. Pengurus Bedeng Ranting dipimpin oleh seorang Ketua Tukang Ranting
c. Ketua Tukang Ranting berwenang mengangkat dan atau memberhentikan Penasehat
Bedeng Ranting, Pakar Bedeng Ranting, Pelaksana Bidang-Bidang Ranting,
Pelaksana Biro-biro Ranting, atau Panitia-panitia Kegiatan Ranting melalui Surat

Keputusan Ketua Tukang Ranting
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7. Pengurus Bedeng Anak Ranting.
a. Pada setiap RT dapat dibentuk Pengurus Bedeng Anak Ranting
b. Pengurus Bedeng Anak Ranting dipimpin oleh seorang Ketua Tukang Anak Ranting
c. Ketua Tukang Anak Ranting berwenang mengangkat dan atau memberhentikan
Penasehat Bedeng Anak Ranting, Pakar Bedeng Anak Ranting, Pelaksana Bidang-
Bidang Anak Ranting, Pelaksana Biro-biro Anak Ranting, atau Panitia-panitia
Kegiatan Anak Ranting melalui Surat Keputusan Ketua Tukang Anak Ranting

8. Pengurus Pekumpulan sekurang-kurangnya terdiri dari KETUA TUKANG,
SEKRETARIS TUKANG, BENDAHARA TUKANG.

9. Pengurus perkumpulan diangkat dan atau diberhentikan oleh KETUA TUKANG
NASIONAL atau KETUA TUKANG sesuai dengan Tingkat Kewenangannya untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun.

10. Pengurus pekumpulan adalah anggota biasa aktif;

11. Pengurus dapat mewakili Perkumpulan dan mewakili perkumpulan sekurang-
kurangnya dihadiri oleh KETUA TUKANG NASIONAL atau SEKRETARIS TUKANG
NASIONAL, atau BENDAHARA TUKANG NASIONAL atau KETUA TUKANG, atau
SEKRETARIS TUKANG, atau BENDAHARA TUKANG sesuai dengan Tingkat
Kewenangannya atau KUASA KETUA TUKANG apabila KETUA TUKANG sesuai
dengan Tingkat Kewenangannya berhalangan mewakili perkumpulan;

12. Syarat dan ketentuan pengurus diatur lebih lanjut pada anggaran rumah tangga atau

peraturan perkumpulan

1. PENGAWAS adalah kepanjangan tangan dari KETUA TUKANG NASIONAL, yang diberi
kepercayaan oleh KETUA TUKANG NASIONAL untuk mengawasi kinerja pengurus

2. PENGAWAS sekurang kurangnya terdiri dari satu orang, apabila lebih dari satu orang
maka salah seorangnya dapat diangkat sebagai ketua dan yang lain sebagai anggota

3. PENGAWAS diangkat dan atau diberhentikan oleh KETUA TUKANG NASIONAL untuk

jangka waktu 5 (lima) tahun
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4. Syarat dan ketentuan PENGAWAS diatur lebih lanjut pada anggaran rumah tangga atau

peraturan perkumpulan

-------------------- Pasal 16

Agenda resmi Perkumpulan yang berfungsi sebagai mekanisme dalam forum pengambilan

keputusan Perkumpulan terdiri dari :

1. Kongres Nasional, yang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali sebagai representasi
kolektif dari total suara seluruh anggota yang menjadi forum kekuasaan tertinggi
Perkumpulan dengan agenda yang berkewenangan untuk :

a. Mengubah AD/ART apabila mendapat persetujuan KETUA TUKANG NASIONAL

b. Bilamana perlu dapat membentuk dan sekaligus memilih Ketua Badan Arbitrase
(Ad’Hoc) dan/atau-  perkumpulan Ad’Hoc dalam bentuk  lainnya  yang
bertanggungjawab sepenuhnya kepada KETUA TUKANG NASIONAL

c. Bilamana perlu dapat membentuk Perkumpulan dan/atau badan dalam bentuk
lainnya sebagai maksud untuk melengkapi struktur kepengurusan yang telah ada
yang bertanggungjawab sepenuhnya kepada KETUA TUKANG NASIONAL

d. Keputusan tertinggi Perkumpulan lainnya yang dianggap perlu dan mendapat
persetujuan oleh KETUA TUKANG NASIONAL

2. Kongres Nasional Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan secara khusus apabila
terjadi perihal yang bersifat prinsipal dan dinilai sangat mendesak untuk segera
diselesaikan secara rapat melalui tata cara dan prosedur serta mekanisme forum
tertinggi Perkumpulan seperti pembubaran perkumpulan ataupun perihal lainnya yang
harus diselesaikan melalui Kongres Nasional Anggota Luar Biasa, yang dapat diusulkan
oleh setiap anggota secara kolektif, yang sebelumnya telah terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan dari KETUA TUKANG NASIONAL

3. Rapat Kerja Perkumpulan

4. Rapat Koordinasi, ataupun pertemuan lainnya yang dianggap perlu
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------ --- Pasal 17 ----------------—----
Lambang Pekumpulan terdiri dari
1. Huruf TB berwarna Putih
2. Helm Proyek berwarna Kuning
3. Dasar lingkaran berwarna Hitam
4. Bingkai Lingkaran berwarna Kuning
------ --- Pasal 18 ----------------—----

Arti/makna dari lambang tersebut adalah

1.

Huruf TB sebagai singkatan dari Tukang / Tukang Bangunan, warna Putih bermakna
Kesucian Hati, Pikiran, Perkataan dan Perbuatan Tukang / Tukang Bangunan dalam
berkarya secara Profesional

Helm Proyek merupakan identitas Tukang / Tukang Bangunan yang sudah berlaku
secara nasional berwarna Kuning

Dasar lingkaran berwarna Hitam berarti Kekuatan / Keperkasaan / Keteguhan Tukang /
Tukang Bangunan dalam berkarya secara professional

Bingkai Lingkaran berwarna Kuning berarti kebulatan tekad Tukang / Tukang Bangunan

dalam meraih masa depan yang adil, makmur dan kesejahteraan

---------------- Kekayaan Perkumpulan ---------------
Kekayaan awal Perkumpulan berasal dari kekayaan para pendiri Perkumpulan yang
dipisahkan
Barang bergerak maupun yang tidak bergerak atas nama perkumpulan
---------------------- Pasal 20 --------=-=-soemeeue-
------ Kekayaan Awal dan Pendapatan Perkumpulan ------
Kekayaan awal Perkumpulan sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh Juta Rupiah).

luran wajib anggota dengan nominal yang diatur selanjutnya
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Hibah yang bersifat tidak mengikat
Usaha lain yang sah serta tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

Pendapatan Perkumpulan lainnya yang sah

Pelanggaran yang terjadi secara internal sehingga menyebabkan sengketa perselisihan
dengan dampak hukum pidana dan/atau perdata harus diselesaikan melalui forum
internal dengan mengedepankan rapat mufakat melalui tata cara maupun pendekatan
yang bersifat persuasif dan kekeluargaan

Pengurus dan/atau PENGAWAS Perkumpulan berikut dengan seluruh jajarannya serta
termasuk bagi seluruh anggota PERKUMPULAN dilarang membawa persengketaan
atau perselisihan yang terjadi ke pengadilan Negeri manapun di seluruh Indonesia,
kecuali apabila badan arbitrase tidak mengambil tindakan apapun

Keputusan arbitrase adalah final dan mengikat anggota perkumpulan

Ketentuan lebih lanjut badan arbitrase diuraikan pada Anggaran Rumah Tangga atau

peraturan perkumpulan

Anggaran Rumah Tangga dan peraturan perkumpulan--- dalam bentuk lainnya
merupakan penjabaran dari aturan secara lebih lanjut yang merupakan aturan
pelaksanaan dari Anggaran Dasar ini

Hal-hal yang belum diatur ataupun belum terakomodir dalam Anggaran Dasar ini dapat
diatur secara lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga maupun peraturan
perkumpulan dalam bentuk lainnya

Ketentuan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan perkumpulan sebagaimana

dimaksud, tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
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Anggaran Dasar (AD) ini hanya dapat dilakukan perubahan melalui keputusan KETUA
TUKANG NASIONAL

1. Perkumpulan dapat dibubarkan oleh Pemerintah dengan suatu keputusan resmi

2. Apabila perkumpulan hendak dibubarkan oleh anggota maka mekanisme
pembubaran perkumpulan hanya dimungkinkan untuk dapat dilakukan melalui forum
tertinggi perkumpulan yang paling tidak adalah Kongres Nasional Anggota Luar
Biasa yang disetujui oleh Forum Pendiri diselenggarakan dan diadakan secara khusus
hanya untuk membahas hal tersebut, yang sebelumnya didahului dengan Rapat
Pimpinan perkumpulan yang memberikan rekomendasi terhadap perihal pembubaran
sebagaimana dimaksud

3. Apabila perkumpulan ini dibubarkan, maka seluruh pengurus harus
menyelesaikan seluruh perihal yang masih menjadi tanggung jawabnya, maupun
terhadap penyelesaian atas hak serta kewajibannya sebagai pengurus.

4. Dalam rapat yang secara khusus membahas pembubaran perkumpulan sebagaimana
yang dimaksud dalam pasal ini, maka turut diputuskan pula berbagai perihal yang belum

terselesaikan dan/atau terakomodir dalam aturan ini.
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mmmemsmmememenees PENUTUP --------c-someenaenee
------ ---- Pasal 25 --------—------—----

Segala perihal yang belum diatur dan/atau diakomodir dalam Anggaran Dasar
ini akan diatur secara lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau aturan

perkumpulan dalam bentuk lainnya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2019

PENGURUS BEDENG PUSAT PERKUMPULAN TUKANG BANGUNAN
INDONESIA DEWAN PERTUKANGAN NASIONAL (PBP — DPN PERKASA)

Ketua Umum

) 24

M. Kuswandi Amin, ST BH/REING PUSAT
Ketua Tukang Nasional
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ANGGARAN RUMAH TANGGA

DEWAN PERTUKANGAN NASIONAL
PERKUMPULAN TUKANG BANGUNAN INDONESIA
(DPN PERKASA)

PERIODE 2019 - 2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
Dalam rangka melengkapi ANGGARAN DASAR, maka ditetapkan ANGGARAN RUMAH
TANGGA sebagai berikut :

Sudah jelas

Sudah jelas

---------------------- Tempat
1. Perkumpulan berkantor pusat yang disebut BEDENG PUSAT berkedudukan di Jakarta

Selatan, DKI JAKARTA.

2. BerKANTOR WILAYAH yang disebut BEDENG WILAYAH berkedudukan di Sejumlah
Propinsi yang ada di Republik Indonesia.

3. BerKANTOR DAERAH yang disebut BEDENG DAERAH berkedudukan di Sejumlah
Kabupaten / Kotamadia yang ada di Republik Indonesia.

4. BerKANTOR CABANG yang disebut BEDENG CABANG berkedudukan di Sejumlah
Kecamatan yang ada di Republik Indonesia.

5. BerKANTOR ANAK CABANG yang disebut BEDENG ANAK CABANG berkedudukan di

sejumlah Kelurahan / Desa yang ada di Republik Indonesia.
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6. BerKANTOR RANTING yang disebut BEDENG RANTING berkedudukan di Sejumlah
Dusun / RW yang ada di Republik Indonesia.

7. BerKANTOR ANAK RANTING yang disebut BEDENG ANAK RANTING berkedudukan
di Sejumlah Rukun Tetangga yang ada di Republik Indonesia

Sudah jelas

Sudah jelas

Sudah jelas

Sudah jelas

1. Syarat untuk dapat menjadi anggota PERKUMPULAN adalah Warga Negara Republik
Indonesia yang telah berusia minimal 18 (delapan belas) tahun menerima dan setuju
serta menjunjung tinggi AD/ART PERKUMPULAN.

2. Anggota Perkumpulan adalah perorangan yang berprofesi sebagai Pengguna Jasa

Konstruksi maupun sebagai Peyedia Jasa Konstruksi..
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Sudah jelas

--------------------- Pasal 10 --------------------—-

----------------- Kewajiban Anggota -----------------

Sudah jelas

---------------------- Pasal 11 ---------------o-mo--

---------- Status dan Pemberhentian Anggota ---------

Sudah jelas

--------------------- Pasal 12 e
Sudah jelas

----------------------- Pasal 13 --------------------

----- Kekuasaan dan Alat Perlengkapan Organisasi-----
Ketua Tukang Nasional berwenang untuk mengesahkan Anggaran Dasar dan atau
Anggaran Rumah Tangga beserta perubahannya, pengesahan Peraturan Perkumpulan
(PP), pengesahan Tata Tertib organisasi, pengesahan Kode Etik organisasi, pengesahan
Surat Keputusan organisasi dan dokumen penting lainnya atas nama organisasi secara

menyeluruh.

-------------------- Kepengurusan -------------------

1. Bahwa proses pemilihan secara demokratis untuk Pertama Kali, Ketua Tukang Nasional
/ Ketua Umum dipilih oleh paling sedikit 5 orang anggota perkumpulan yang memenuhi
syarat.

2. Bahwa proses pemilihan secara demokratis untuk Pertama Kali, Ketua Pengurus
Bedeng Wilayah, Ketua Pengurus Bedeng Daerah, Ketua Pengurus Bedeng Cabang,
Ketua Pengurus Bedeng Anak Cabang, Ketua Pengurus Bedeng Ranting, Ketua
Pengurus Bedeng Anak Ranting sesuai dengan tingkatannya dipilih oleh paling sedikit

3 orang anggota perkumpulan yang memenuhi syarat dan ditetapkan dengan Surat
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Keputusan menurut ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar atau dapat
diatur dengan Peraturan Organisasi / Perkumpulan.

3. Pemilihan Periode Kedua dan seterusnya dilakukan berdasarkan Tata Tertib Pemilihan
yang sah menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta

Peraturan Organisasi.

1. Syarat dan ketentuan PENGAWAS adalah Warga Negara Indonesia yang telah berusia
minimal 30 Tahun.
2. PENGAWAS harus memiliki pengalaman sebagai Pengguna Jasa Konstruksi atau

sebagai Penyedia Jasa Konstruksi.

-------------------- Pasal 16
Sudah jelas
------------------ LAMBANG PERKUMPULAN--------------—-
------ --- Pasal 17 -------------=-mm----
Sudah jelas
------ --- Pasal 18 ---------------------
Sudah jelas
--------------- KEKAYAAN DAN PENDAPATAN ----czezenev
---------------------- Pasal 19 -------------------—-
---------------- Kekayaan Perkumpulan ---------------
Sudah jelas

Badan Arbitrase terdiri dari 2 orang Pengurus dan 1 orang Pengawas yang memilik hak

suara yang sama.
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Sudah jelas

Sudah jelas

Sudah jelas
e PENUTUP --------mmmmmmmeeeee
------ ---- Pasal 25 --------—------—----

Segala perihal yang belum diatur dan/atau diakomodir dalam Anggaran Rumah Tangga

ini akan diatur secara lebih lanjut dalam aturan perkumpulan dalam bentuk lainnya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2019

PENGURUS BEDENG PUSAT PERKUMPULAN TUKANG BANGUNAN
INDONESIA DEWAN PERTUKANGAN NASIONAL (PBP — DPN PERKASA)
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Ketua Umum %
g

Y 2417 4

M. Kuswandi Amin, S'E%ASA
Ketua Tukang Nasiona PUSAT
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